BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Angggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran
2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6208);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005
Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2011 Nomor S5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun
2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
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Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 78);

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo @ Nomor 8
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

20109.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.603.002.870.000,00

b. Dana Perimbangan Rp. 1.767.882.511.000,00

c. Lain — lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 855.603.549.000,00
Jumlah pendapatan Rp. 4.226.488.930.000,00

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.492.157.103.618,10
2) Belanja Hibah Rp. 210.601.062.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 73.097.083.100,35
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa Rp. 105.358.120.528,20
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa Rp. 499.293.533.651,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp 10.210.405.202,00
Jumlah belanja tidak langsung Rp. 2.390.717.308.099,65
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 177.079.353.469,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.242.223.155.769,02
3) Belanja Modal Rp. 1.016.469.112.662,33
Jumlah belanja langsung Rp. 2.435.771.621.900,35

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

Jumlah Belanja Rp. 4.826.488.930.000,00
Surplus/(defisit) (Rp. 600.000.000.000,00)

Rp. 612.900.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 600.000.000.000,00
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Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran I dan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 104



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI

NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Uraian Jumliah
1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH 4.226.488.930.000,00
1 1 Pendapatan Asli Daerah 1.603.002.870.000,00
1.1 .1 Hasil Pajak Daerah 992.946.880.000,00
1.1.1 1 Pajak Hotel 15.000.000.000,00
1 .1 .1 .1 .1 |Hotel Bintang Tiga 8.400.000.000,00
1T .11 A1 .2 |Hotel Bintang Dua 3.250.000.000,00
1 .1.1 .1 .3 |Hotel Melati Tiga 2.700.000.000,00
1.1 .1 A .4 |Hotel Melati Dua 35.000.000,00
1.1.1 A .5 |Cottage 65.000.000,00
1.17.1 A1 .6 |Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 485.000.000,00
1.17.1 A .7 |Wisma Pariwisata 65.000.000,00
1.1.1 .2 Pajak Restoran 78.500.000.000,00
1.1.1 .2 .1 |Restoran 37.500.000.000,00
1 .1.1 .2 .2 |[Rumah Makan 10.000.000.000,00
1.1.1 .2 .3 |Cafe 11.700.000.000,00
1 .1.1 .2 .4 |Kantin 200.000.000,00
1 1.1 2 .5 |Katering 16.200.000.000,00
1.1.1 .2 .6 |Warung 2.900.000.000,00

Halaman 1




Kode Uraian Jumlah
1 2 3
3.2.1 -3 |Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) 300.000.000,00
3.2.1 -4 |Program pemberdayaan perempuan pen-_gernbang ekonomi lokal (P3EL) 300.000.000,00

Jumlah PEMBIAYAAN DAERAH

600.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

600.000.000.000,00

BUPATI SIDOARJO
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Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN WAIJIB PELAYANAN DASAR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI

NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan :1.01.01 PENDIDIKAN
Organisasi : 1. 01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah Keterangan
1 2 3 4
Belanja Tidak Langsung 854.838.007.239,00
1.01.01 {1.01.01.01 |00 |000|5.1 Belanja Tidak Langsung 854.838.007.239,00
1.01.01 ] 1.01.01.01 j00 000 |5.1.1 Belanja Pegawai 854.838.007.239,00
1.01.01 | 1.01.01.01 [0D J0OOD {5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 795.053.790.054,00
1.01.01 | 1.01.01.01 |00 [000]5.1.1.01.01 |Gaiji Pokok PNS/Uang Representasi 399.075.000.000,00 | PP No. 30/2015 iig Perub ketujuh belas atas PP No. 7/1977 tig
Peraturan Gaji PNS
1.01.01 ]1.01.01.01 |00 |000]5.1.1.01.02 |Tunjangan Keluarga 33.100.000.000,00]PP No. 30/2015 tig Perub kelujuh belas atas PP No. 7/1977 ttg
Peraturan Gaiji PNS
1.01.01 ] 1.01.01.01 |00 {000]5.1.1.01.03 |Tunjangan Jabatan 302.100.000,004PP RI No. 26/2007
1.01.0% | 1.01.01.01 |00 |00O0|5.1.1.01.04 |Tunjangan Fungsional 34.000.000.000,00|Perpres No. 107/2006 tig Tunjangan Jabatan
1.01.01 | 1.01.01.01 |00 [000|5.1.1.01.05 [Tunjangan Fungsional Umum 1.648.000.000.00| Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.26/PB/2006
1.01.01 | 1.01.01.01 |00 |000|5.1.1.01.06 |Tunjangan Beras 15.876.000.000,00} Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per 3/PB/2015
1.01.01 | 1.01.01.01 |00 [000]5.1.1.01.07 [Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.888.500.000,00| SE-49 / A /2002
1.01.01 | 1.01.01.01 JOO [000|5.1.1.01.08 |Pembutatan Gaji 4.650.000,00| PP No. 3072015 ttg Perub kelujuh belas atas PP No. 7/1977 itg
Peraturan Gaji PNS
1.01.01 {1.01.01.01 |00 |000]5.1.1.01.09 |luran Jaminan Kesehatan 11.972.250.000,00| SE Dirjen Anggaran & Dirjen Oteda No. SE-7/A/2004 & No.
440/128/0TDA
1.01.01 | 1.01.01.01 |00 |000]5.1.1.01.21 |Tunjangan Profesi Guru PNSD 283.770.408.154,00| Perpres No. 107 Tahun 2017 ttg Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara TA. 2018
1.01.01 {1.01.01.01 {00 [000]5.1.1.01.25 |Tambahan Penghasilan Guru PNSD 8.154.402.500,00| Perpres No. 107 Tahun 2017 itg Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara TA. 2018
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6.106.996.11,00

BELANJA

Surplus ( Defisit) (6.063.496.116,00)
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LAMPIRAN Il
PERATURAN BUPATI

NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 a
] BELANJA HIBAH —————— e | 210.601.062.000,00
1.4 |BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH - - - T | 32.868.660.000,00_
1.1.1__|Hibah kepada Kepolisoan Resort Sidoarjo - .___ i Kombes Pol. M Duryat 45 Sidoarjo e — I 32.207.960.000,00
|Polres Sidoarjo (cipta kampung aman, PAM kunjungan, Harkamtibmas) I 257.960.000,00
T Polres Sidoarjo (pembangunan gedung kantor) PR . 31.500.000.000,00
|Potres Sidoarjo (lalu lintas - Dishub) R : O I 400.600.000,00
—__|Potres (Potres mengajar PAGN) e — _ e . __50.000.000,00
~ 412 |HibahkepadaKodimosle - - T 4923700.000,00
~ |Hibah kepada Kodim 0816 (komputer, tenda, PAM)_ S - e 392.700.000,00
- ]Hibah kepada Kodim 0816 (pembinaan teritorial) _ ___100.000.000,00
1.1.3_ |Hibah kepada KPU ; — - . ) I 128.000.000,00 |
lKOl'l'lisi Pemilihan U Kabupate_n Sidoarjo Jalan Cemengkalang N_o__‘ e . —_— . . 128.000.000,00
| - — _ -
1.1.4 |Hibah kepada Pan - e _ 40.000.000,00
1.2 BELANJA HIBAH KEPADA MASYARAKAT 170.325.552.000,00
122 |Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan _ 154.232.552.000,00
1.2.21 iHIbah TK/RAITA/IBA 1.215.000.000,00
1 |MUSLIMAT NU 65 FAQIH HASYIM Ji. SIWALAN PANJI RT.07 RW.02 20.000.000,00
2 |MUSLIMAT NU 70 AL [HSAN JI. PAHLAWAN NO. 14 10.000.000,00
3 |RAAL- FARADIS PERUM PONDOK JATI BLOK K - 19 SIDOARJIO 15.000.000,00
4 |RA Al - Firdaus o . Dsn. Ganggang Malang RT.14 RW.04 Desa Ganggang Panjang _20.000.000,00
5 |RA AL AFLAH GAMPING WETAN 09/02 20.000.000,00
I3 |rRA AL HIDAYAH lit. Raya Tambak Cemandi kecamatan Sedati 15.000.000,00




"] 1. Sultan Agung No. 36, Sidoarjo

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
L 2 3 4
.| oS PERIKANAN S — = e e T 680.000.000,00 |
|1 |Pokdakan Tunas Muda_ ) . o Ji. Bima Desa Kebonsan, Kec. Candi [ . 50.000.000,00
__ 2 |Pokdakan Mina Jaya o T T Ds. Tiasih, Kec. Tulangan L R 50.000.000,00
3 |Pokdakan Mina Barokah T 7 |Ds. Putat, Kec. Tanggulangin R 50.000.000,00
__ 4 |Pokdakan Tunas Melati T T T T T T T 7|s. Ngaban, Kec. Tanggulangin e 25.000.000,00
5 |Pokdakan Makmur Bersama o Ds. Penatarsewu, Kec. Tanggulangin e R 65.000.000,00
6 |Pokdakan Tri Margo Utomo ST T T |Ds. Gempolsari, Kec. Tanggulangin L ~ 50.000.000,00
__T___|Yayasan Tanwin) Afiar Sidoarjo T T T |Ds. Tempel, Kec. Krian - | _ 5000000000
8 |PokdakanTmmgjoyo B " |Ds. Kraton, Kec. Krian - ~___50.000.000,00
9 |Pokdakan Dumbo Rejo e j T MIDs Jumputrejo, Kec. Sukodono | _50.000.000,00
10 |Pokdakan Bina Mandiri T T Ds. Wonokarang, Kec. Balongbendo | ~50.000.000,00 |
11 [Pokdakan Makmur Jaya Semosa ) Bogéﬁﬁﬁagir,msalongbendo S " 50.000.000,00
12 |Pokdakan Lele Jaya Mgljrnur I T Ds . Trompoasri, Kec. Jabon I S SQQ@@.W
13 |PokdakanleleBarcksh " " |Ds Pemisan, Kec. Jabon - |  ©5.000.00000
14 |PokdakanCatfishdaya =~~~ " |Ds.Wirobiting Kec.Prambon “ | 5000000000
15 |Pokdakan Tambak Kalisogo B 7 |ps.TambakKalisogo, Kec. Jabon o __65.000.000,00
16 |Pokdakan Dadi Joyo o ~|ps. Kedungcangkring, Kec. Jabon B | 50000.000.00
17 |Pokdakan Samudera Hijau 1 7 - - Ds. Kupang, Kec. Jabon - ~ 20.000.000,00 |
18 |Pokdakan Delta Mitra Jaya " |ps. Penambangan, Kec. Balongbendo I 50.000.000,00
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - - A - -  145.727.548,00 |
1 |Masiid Baitul Mu'min o - |Ds. Suruh RT.15 RW.04, Kec. Sukodono B L ~ 5.242.516,00
2 {Masjid Sabilul Mutteqin Griya Beringin Citra S - ~ {Ds. Kesambi, Kec. Porong - - oty 524 516,00
3 mmmmm - - ~{Ds. Tambak Katisogo, Kec. dabon - o 5242516001
4 [vamirMasjid Agung Sidoae - o 130.000.000,00

BUPATI SIDOARJO
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI

NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA “JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
2 |BELANJA BANTUAN SOSIAL e 1 T o 73.097.083.100,35
2.1 BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, DAN/ATAU MASYARAKAT I L e T | 10.541.230.000,00
211 |BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, DAN/ATAU MASYARAKAT o " 10.541.230.000,00
2.1.1.1_ |Bantuan Uang untuk Pantj Asuhan se-Kab. Sidoarjo - - B N 4,154.430.000,00
1 |DARUL AYTAM ZAINUDDIN N DL GELURAN PLN /17 SEPANJANG e T ~ 43.435.000,00
2 |LKSA AL-KAHFI "~ |IL RAYA KEMIRI NO.110 RT.03 RW.01 B 38.325.000,00
3 |LKSA NUJUMUZ ZAHRO T _ JL KHR. MOH. ABBAS 120 RT.07 RW.03 - __51.100.000,00
4 |LKSA PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH T _ __|"EMPURAN RT.01 RW.02 TARIK - . 107.310.000,00
5 |LKSA SABILUL MUTTAQIN JL. MAYJEND BAMBANG YUWONON RT.02 RW.05 DS. BAKUNG TEMENGGUN 143.080.000,00
6 [PAAL-ULYA — T T |DS_KEBOAN SIKEP GEDANGAN - - - §8.765.000,00
7 __|PA ALMAHUD DARUSSALAM T - T - ~|SLSTADION LAMA DS. KEMIRI RT.04 RW.02 "12.775.000,00
8 |PAMABARROTYPM T JL. RAYA SARIROGO NO. 481 T _ __89.425.000,00
9 |PAMASYITHOH - T B T T|JL_ MAWAR NO. 45 RT.10/RW.03 GEDANG PORONG T " 40.880.000,00
10 |PAMIFTAHUL ULUM AN-NAWAWY KANIGORO RT 08 RW 03 DS. KEBOHARAN _ __ 53.655.000,00
1 IPA PUTRA SA'ADATUDDAROINI ) JL. IMAM NAWAWI 6 RT.03 RW.01 N 20.440.000,00
12 |PA RAHMATAN LIL ALAMIN B JL. GAJAH NO.186 DS. MAGERSARI_ ) T §3.655.000,00
13 IFANTI ASUHAN ABIL HASAN ASY SYADILY |DSN. PLOSO RT.05 RW.02 DS. PLOSO 63.875.000,00
14 |[PANTI ASUHAN AISYIYAH MUHAMMADIYAH CAB. BLGBENDO JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 22 DS. SEWALUH RT.02 RW.01 ~38.325.000,00
15 IPANT': ASUHAN AISYIYAH SIDOARJO - JL. HASANUDIN NO. 73 RT.04 RW.02 53.655.000,00
16__|PANTI ASUHAN AL KHOIROT JL. TELADAN NO. 49 RT.14 RW.02 DS. BANGAH GEDANGAN SIDOARJO 15.330.000,00
17 IPANTI ASUHAN AL-AMIN - JL KI SURYOJATI SELATAN RT.23 RW.08 KEDUNGTURI 76.650.000,00
18 |[PANTI ASUHAN AL-CHUSNAINI — |<LOPOSEPULUH SUKODONO RT.015 RW.003 67.090.000,00
19 IPAN'H ASUHAN AL-HANNAN |PERUM PONDOK JATI AS-20 DS. PAGERWOJO ~76.650.000,00
20 |PANTI ASUHAN AL-KHASANAH . |DSN. PENDOPO RT.04 RW.01 DS, ENTALSEWU _ _ _ 38.325.000,00
21__|PANTI ASUHAN AL-MULTAZAM - T  |pS.LUMBANG RT.13/RW.03, SAWOCANGKRING i _81.760.000,00
22 |PANTI ASUHAN AN-NUR JL. GARUDA RT.06 RW. 02 SEMAMBUNG GEDANGAN SIDOARJO 7 ~"38.325.000,00
23 |PANTI ASUHAN AS-SALAM - ) ~ T |bS.SIDOREJORT.015RW.004 - ~ T76.650.000,00
24 |PANTI ASUHAN ASLAMNA — - ~ " |PERUM TAMAN WARU PERMAI BLOK A-150 - ~~ 76.650.000,00
25 _|PANTI ASUHAN AULIYAA - T |iL_CENDRAWASIH BUNDERAN NO. 29 REWIN WARU - ~102.200.000,00
3010303 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Halaman 906
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Zz —
NO - NAMA PENERIMA . I ___ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1266 |Lugman Al Hakim, 5.Pd.} - ) T ) 7 |% makmur No 57 RT 04 RW 05 Sudimoro Betro S © T 71.800.000,00
_ 1267 |Dina Amalia Perdana, M. Pd. - - _|Ds. Sidopurno RT 10 RW 02 Buduran Sidoarjc _ . - 1.800.000,00
1268 |Henni Septi Yullianti, S.Pd. Ji. Raden Saleh RT 03 RW 01 Kragan Gedangan ] 1.800.000,00
1269 |Rika Widi Aryati, S.Pd. T |31 Makmur No 05 Betro Sedati - - 1.800.000,00
1270 [Halimatus Sya'dyah, S.E e ___|J1._Setro Barat RT 01 RW 08 Gresik _ T 1.800.000,00
1271 |Sugesti Budi A, S.Pd. i J1. Jend. Suparman Waru Sidoarjo B 1.800.000,00
1272 [Nur Azizah Puspita Sari, S.S e o ____ 9. Manggis No 08 RUMDIS TNI AL Juanda _ _ . 1.800.000,00
1273 {Tus *Atunnah, S.Pd. J1, KH. Sulaiman Rt 01 RW 02 Gemurung 1.800.000,00
1274 _|Asif Roii M, S.Pd. |Perum. Pucang Indah T-6 Sidoarjo 1.800.000,00
1275 |M. Zuhdi, S.Pd. ] —_|Ngelom | - 189 Taman Sidoarjo 1.800.000,00
71276 |M. Chcini, S. Pd. B 3 T LT g Alun RT 12 RW 08 Buncitan Sedati - 1.800.000,00
1277 |Wiwik Nopendaria, S. Pd. . - IPerum Taman Puspa Sari Blok F14 ds. Klurak Candi 1.800.000,00
1278 |Pangga Aji Sanca, S. Kom. Ji. RA. Kartini RT 12 RW 06 Pepe Sedati 1.800.000,00
1279 |M. Syahrul Khoir, S. Pd.l. Perum. Surya Residence 2.G/02 RT 03 RW 05 Dukuh 1.800.000,00
1280 |Achmad Syafian, S.Pd.. - - __|katanganyar, Sedati ~ __ 1.800.000,00
1281 |Dzulkifli, S.Psi. Kalanganyar, Sedati B 1.800.000,00
1282 |Dedik Kumi: 1 - ___|kalanganyar, Sedati_ _ ' 1.800.000,00
1283 M. Hilmi Masruri Kalanganyar, Sedati 1.800.000,00
1284 |H. Achmad Lutfi _ (€ 9. Gedangan 1.800.000,00
1285 [Heny Setiyawati, S.Pd I T __|Pepe, seaati ___ B 1.800.000,00
1286 |Ulfatun Ni'mah, S.Ag |Kalanganyar, Sedati 1.800.000,00
1287 _|Durrotul Wachda, S.Pd . |Kalanganyar, Sedati e 1.800.000,60
1288 |Lailil Hariyati, S.Pd. C di, Sedati 1.800.000,00
1289 |Qudsivatuz Zahro,S.Pd Pepe, Sedati 1.800.000,00
1290 |Dewi isti'anah, S.Pd ]S atap, Gedangan 1.800.000,00
1291 |Luluk Kurnia, S.S |Kalanganyar, Sedati 1.800.000,00
Tambahan Bantuan Uang kepada Guru SMP/MTs/SMPLB/SMP Satu Atap/Salafiyah Wustho 376.200.000,00
"2.2.1.9 |Fasilitasi Siswa SMAJSMK tidak P 1.250.000.000,00
23 |BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN 5.889.853.100,35
23.1  |BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN 5.889.853.100,35
2.3.1.1 IBantuan Sosial yang tidak direncanakan 5.889.853.100,35
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